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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah 

tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung 

R.I. Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 

Desember  2022  perihal Penyampaian Dokumen 

SAKIP Tahun 2022. 

Mengacu pada pedoman RENSTRA dalam 

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan 

Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 

2020-2024  dan perubahan Paradigma tata kelola Pemerintahan yang baik (Good 

Governance) dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mendorong pelaksanaan 

penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi, sebagai 

bahan instrument utama pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. 

Sebagai salah satu unsur penting pada sistem ini, Rencana Strategis (RENSTRA) 

merupakan instrument Pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan 

untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam rangka 

mendukung mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung” 

 

 

Muara Bulian, 10 Februari 2023 

KETUA PENGADILAN NEGERI 

MUARA BULIAN KELAS II 

 

  

 

 

SRI PENI YUDAWATI, S.H. 

NIP.19781003 200212 2 004. 
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Tugas Pokok Pengadilan 
Menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara-perkara pada 
tingkat pertama dalam wilayah 
hukumnya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Govermance.  

Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang 

disebut  dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan 

Kepala LAN Nomor 5589/IX/61Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja 

Instansi Pemerintah yang didalamnya terdapat Rencana Strategis. 

 

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yan menyeluruh  yang dimulai dengan Perencanaan 

Strategis. Perencanaan Strategis (RENSTRA)  merupakan suatu proses yang berorientasi  

pada hasil yang ingin dicapai  selama kurun waktu 1 (satu)  sampai dengan 5 (lima) tahun 

secara sistematis  dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis 

instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, 

dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 

 

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintah, yang 

selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya 

jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita 

semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi negaradan abdi masyarakat. 

 

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 

1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, secara teknis judisalnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung  secara 

teknis administratif  (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi 

peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis 

administratif terhadap judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
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Tahun 2004 tentang Perubahan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 

 

Secara umum kebjakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan  dengan kepentingan peradilan umum, 

baik yan bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan 

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SKIII/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI  sebagai salah 

satu instansi negara/ kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepostisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya  dan pengelolaan sumberdaya,  dan sumber dana 

serta kewenangan yang ada yang dipercaya kepada  publik. 

 

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita 

membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasa, ini artinya Aparat 

Peradilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah 

ditentukan. 

 

Dengan mengembangkan karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan social kemasyarakatan sehingga membawa citra diri  yang positif  dan bias 

menempati diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara 

professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus 

meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-

penilaian yang negatif  tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta 

penghargaan bagi kita semua. 

 

Banyak suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa 

opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu 

menjadi tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan 

meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon  harapan 

masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yan memadai. 

 

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal 

apabila tidak didukun penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya 

pengembangan budaya hukum disemua kerangka supermasi hukum dan tegaknya negara 

hukum perlu di tingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten 

untuk lebih  menjamin  

 

 
Kapasitas hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi 

Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan  yang mandiri dan bebas dari pengaruh 

penguasa dan pihak manapun. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman  akan sadar hukum 

di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan 

dengan masyarakat. 

 

Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 
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pelaksanaan tugas dan fungsi  serta peranannya dalam mengelola sumber daya, anggaran 

maupun kewenangan  dalam melayani pencari keadilan. 

Untuk itulah Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II menyusun Laporan Akuntablitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  (LKjIP) Tahun 2022. 

 

 

 

 

 

Kekuasaan kehakiman  merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna megakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1  Undang-

Undang Dasar Pasca Amandemen). Kekuasaan Kehakiman  dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung RI,  Badan-badan Peradilan lain dibawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, 

PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah  Konstitusi  (Pasal 24 ayat 2 

Undang-Undang Dasar  1945). 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada  Badan  Peradilan 

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

tertinggi dengan tuga pokok,  untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap  perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 ayat 

(1)  dan ayat (2) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman  bagi 

rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1984). Pengadilan 

Negeri bertugas  dan berwenang  memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan 

perkara pidana dan perkara perdata  di tingkat pertama (Pasal 50 UU nomor 2 Tahun 1986). 

Pengadilan dapat memberikan keterangan,  pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum kepada Instansi Pemerintah didaerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU Nomor 2 

Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat  diserahi tugas dan 

kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di 

kabupaten Batanghari berdasarkan Pancasila, dengan  tugas pokok menerima, memeriksa 

dan mengadili serta menyelesaikan  setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain 

yang diberikan  kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah 

sebagai berikut : 

 
  
              TUGAS PENGADILAN 

  

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1984 pasal 22 

Pengadilan Negeri bertugas  dan berwenang  

memeriksa, mengadili, memutuskan dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata  

di tingkat pertama (Pasal 50 UU nomor 2 Tahun 

1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                FUNGSI  PENGADILAN NEGERI  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
LKjIP Tahun 2022 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

 

 

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Muara 

Bulian Kelas II mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

 

Pengadilan Negeri Muara Bulian dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang membawahi 

seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. 

Dibawah strauktur jabatan terdapat jabatan wakil Ketua, Panitera, Sekretaris yang berada 

dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan structural. 

Pada bagian Fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda Pidana, Panitera Muda 

Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan  bagian structural terdapat tiga bagian, 

yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum 

yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis 

koordinasi dengan Panitera, Sekretaris. 

  

 

 

 

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sesuai  Struktur 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah sebagai berikut : 
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KETUA, Sebagai kawal depan (voorpost) yaitu, 

dalam melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat 

kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang 

timbul, maalah tingkah laku/perbuatan hakim dan 

pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang 

berada diwlayah hukumnya untuk diselesaikan dan 

dilaporkan ke Pengadilan Tinggi, menerima 

laporan penangan perkara dan laporan tentang 

penasehat Hukum dan mengevaluasinya untuk 

dilaporarkan ke Pengadilan Tinggi, meminta 

keterangan tentang hal yan berkaitan dengan teknis 

peradilan, tegoran atau peringatan apabila 

diperlukan, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, 

dan membagi perkara kepada hakim. 

 

 

WAKIL KETUA Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas 

yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan selaku koordinator pengawasan. 
 

 

 

HAKIM Menetapkan hari sidang, memeriksa, dan mengadili berkas perkara selain itu hakim 

berrtanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya. 

Hakim wajib menandatangani putusan yang telah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan 

pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya dan 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri .     
 

 

PANITERA Melaksanakan pemberian 

dukungan dibidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaian surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara  

SEKRETARIS Melaksanakan pemberian 

dukungan dibidang administrasi organisasi 

keuangan, sumber daya manusia,  serta sarana dan 

prasarana 
 

PANITERA MUDA PERDATA 

Membantu hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalnnya sidang pengadilan, 

melaksanakan adminsitrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan 

dan urusan lain yang berhubungan dengan 

masalah perkara perdata, memberi nomor 

register pada setiap perkara yang diterima di 

Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang 

diterima kedalam buku daftar disertai catatan 

singkat tenatang isinya, menyiapkankan berkas 

perkara banding untuk dikirm ke Pengadilan 

Tinggi. 

 

 

 

KEPALA SUBBAG. KEPEGAWAIAN 

DAN ORTALA  
Melaksanakan sebagain tugas dalam mengelola dan 

membina administrasi kepegawaian di Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II,  perumusan 

kebijakan fasilitas kepegawaian berdasarkan 

peratiuran perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

PANITERA MUDA PIDANA Membantu 

hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 

sidang pengadilan, melaksanakan administrasi 

perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan 

dan urusan lain yang berhubungan dengan 

salaha perkara pidana, memberi nomor register 

pada setiap perkara yang diterima di 

kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang 

diterima kedalam buku register  disertai catatan 

singkat  tenatang isinya, menyiapkan berkas 

 

KEPALA SUBBAG. URUSAN UMUM 

DAN KEUANGAN 
Melaksanakan sebagian tugas daam mengelola 

keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Muara 

Bulian Kelas II serta perumusan kebijakan  fasilitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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perkara banding untuk dikirim ke Pengadilan 

Tinggi 

PANITERA MUDA HUKUM Membantu 

hakim dengan mengikuti dan mencatat jalnnya 

sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah 

dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, 

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip 

berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan 

laporan periodik untuk dilaporkan kepada 

pimpinan, sertya menerima adanya 

pengaduan/laporan 

KEPALA SUBBAG. PERENCANAAN, 

TI DAN PELAPORAN 
Mempunyai tugas membina dan melaksanakan 

urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 

 
 

 

PANITERA PENGGANTI Mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidaang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, 

membuat penetapan terdakwa tetap ditahaan, dikeluarkan tahanan atau dirubah jenis tahanannya, 

mengetik putusan  perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara 

kepada Panitera Muda Pidna maupun perdata serta berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat 

dalam website Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II bila telah diminutasi 

 
 

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI    
Mempunyai tugas membantu hakim untuk melakukan pemanggilan sidang perkara perdata 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak semua orang bisa terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat 

karena kehebatan dinilai pada tingkat pelayanan 
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Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  berkedudukan di Kabupaten Batanghari, wilayah hukum 

(Yuridiksi) Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II meliputi seluruh wilayah Kabupaten Batanghari yang 

terdiri dari 8 (delapan ) Kecamatan yaitu : Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Mersam, Kecamatan Batin 

XXIV, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Pemayung,  dengan luas wilayah  

5.809 Km2 terletak diantara 1˚15’ Lintang Selatan dan 2˚2’  Bujur Timur dan 104˚30’ Bujur Timur, wilayah 

beriklim tropis dengan tingkat evaluasi di Kabupaten Batanghari sebagain besar terdiri atas dataran rendah 

dengan ketinggian 11-100 meter diatas permukaan laut (sebesar 92,67 persen), sedangkan 7,33 persen lainnya 

berada pada ketinggian 101-500 meter diatas permukaan laut . 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk 

meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi issue strategis di 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah : 

 

1.Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 
 

• Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan 

peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan 

penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan 

kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara 

di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.  

 

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 kecepatan penyelesaian perkara mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum 

sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih 

dari 5 bulan ; 

 

• Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, 

proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasi saat ini mahkamah agung telah 

berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini 

dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib 

administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, 
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Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan 

putusan ; 

 

• Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. 

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan 

SOP (Standard  Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini 

mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan 

Teknologi Informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal 

dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam 

memanfaatkan teknologi informasi ini ; 

 

• Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal 

ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan masih rendah, 

sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi 

dan peninjauan kembali. 
 

   2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 

• Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para 

pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun 

Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum 

banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam 

hal hukum formil dan materiil. 
 

3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 
 

• Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin 

diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses 

informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk 

masyarakat miskin dan terpinggirkan ; 

 

• Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan 

masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas 

prodeo, Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II masih memiliki kendala dalam hal 

biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran 

yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara 

tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna 

pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat 

terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya 

transparansi di pengadilan  
 

4. Meningkatnya Kepatuhan   Terhadap Putusan Pengadilan 

 

• Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang 

dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat 

ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka 

kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi  
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• Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II. Hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak 

patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II. 
 

• Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan 

terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan 

maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang 

teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan 

teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga 

non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, 

manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya 

manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis 

peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum 

merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa 

posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam dalam hal 

peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal 

keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannyapenggantian sarana 

dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur 

berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses 

administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja 

tidak sebanding dengan sarana. 

 
 

 

 

 
Dalam menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II selama kurun 

waktu tahun 2022 Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II telah melaksanakan kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik. 

 

Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis, baik berupa pelaksanaan regulasi maupun 

dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala 

penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses 

peradilan serta  masalah integritas dan professional aparatur. 
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Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Tahun 

2022 

 

 

 

 
Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan 

kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan 

WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara pada 

usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan aparat yang 

bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dalam proses birokrasi yang efektif dan 

efesien. 
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Membangun Inovasi yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan Publik, antara 

lain 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

APLIKASI PERMOHONAN PENELITIAN ONLINE (LION) 

 

FORM SURAT IZIN KELUAR DAN PULANG CEPAT 
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1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Yaitu pelayanan Pengadilan  secara terintegrasi satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap awal sampai dengan tahap penyerahan produk pelayanan pengadilan melalui 

satu pintu. PTSP ditjukan untuk mewujudkan pelayanan secara cepat, mudah, 

trasparan, terukur serta memberkan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, 

sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Pedomana PTSP 

diatur dalam SK Dirjend Peradilan Umum Nomor :  77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

 

SIGESIT  
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2. Penerapan Aplikasi E-Court 

Penerapan aplikasi E-Court dengan fitur e-filling (Pendaftaran prkara secara elektronik), 

e-payment (Pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik) e- Summons 

(pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik) 

Dengan aplikasi E-Court pendaftar gugata/permohonan tanpa harus dating ke Pengadila. 

Penerapan E-Court diatur daam Praturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Taun 2018 
 

3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu,  

sebagaimana program Dirjend Badan Peradilan Umum untk mewujudkan performa atau 

kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance Exelent) 

Tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II telah terakreditasi. Selanjutnya 

pada tahun 2021 kegiatan akreditasi ini telah dilakukan penilaan ulang untuk menilai 

kelanjutannya. 
 

 

 

 

 

 

4. Siwas 

Pengembangan aplikasi system pengawasan (SIWAS versi 3.0 yang memuat berbagai 

perbakan dan penamabahan menu gratifikasi dan menu benturan anta kepentingan. 

Mahkamah Agung juga membangunan E- Monitoring penawasan, aplikasi yang 

digunakan untk memonitoring hasl pelaksanaan pengawaan pada Badan Pengawasan 

yang dilakukan oleh Gakim Pngawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama. Aplikasi ini 

untk keseragaman intrumen pengawasan membatu tugas hakim pengwas. 

 

5. MoU 

Memperkuat sinergitas bPersama instansi terkait dengan melakukan penandatanganan  

nota kesepahaman dalam rangka memberkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

pencari keadilan di Kabupaten Batanghari 

 

 

5. Sistematika Penyajian 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan 

pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  selama tahun 2022. 

Capaian kinerja 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance 

agreement) 2021  sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja 

dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diisajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issued) yang sedang dihadapi organisasi ; 

 
 

 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan ; 

 

BAB III AKUNTABLITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

berikut : 
 1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini; 
 2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 
 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi ; 
 4 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan 

/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ; 
 5 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya ; 
 6 Analisa program/kegiatan yang menunjangkeberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ; 

 
B REALISASI ANGGARAN 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 
 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya ; 
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Rencana Strategis  Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  Tahun 2015-2019 

dan direview 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja 

dengan tahapan-tahapan  yang terencana dan  terprogram secara sistematis melalui 

penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan  

dan peraturan perundang-undangan  untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran  yang jelas serta  

 

 

sebagai  pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

diseleraskan  dengan arah dan kebijakan Mahkamah agung  yang disesuaikan dengan  

rencana program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana-rencana pembangunan  

Nasional Jangka Panjang  (RPNJP)  2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2015-2019 dan review 2017 -2019, sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan  program dan kegiatan Pengadilan dalam 

mencapai  visi dan misi serta tujuan  organisasi pada Tahun 2015-2019 dan direview  

Tahun 2017-2019. 

VISI 

 

 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional Pengadilan Negeri Muara 

DAN 

MISI 



 

17 
LKjIP Tahun 2022 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

Bulian  Kelas II menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Bulian  Kelas 

II tahun 2020- 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan 

serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Muara Bulian  Kelas II 

dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024..  

Untuk menyatukan persepsi dan focus arah tindakan dimaksud, maka 

pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan 

sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau 

target yang ditetapkan 

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II mengacu kepada Visi 

dan Misi Mahkamah Agung R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi Pengadilan Negeri Muara Bulian  

Kelas II yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi, melalui pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai berikut : 
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    Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Bulian  Kelas II  berkomitmen utnuk 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungwi  yang diemban dengan 

berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari kedilan atas Pelayanan 

Hukum  dengan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, 

Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakukan yang sama kepada 

semua pencari kadilan, serta menjaga kewibawaan  dan kehormatan institusi melalui 

: 

• Penerapan Sistem Manajemen Mutu berkelanjutan ; 

• Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia ; 

• Pnyelenggqraan Perkara dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan ; 

• Pemberian informasi kepad Pencari Keadilan ; 

 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksnaaan tugas pokok dan fungsi yang 

diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuaan pencari keadilan  atas 

pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  mempunyai 

motto, yaitu :  

“ SIAP “ 
                     Semangat 

                              Informatif 

                                       Akuntabel  

                         Profesional 
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Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 

II  akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan 

memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat 

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. 

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Bulian  Kelas II adalah 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan  

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

 

Empat   sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri  Muara Bulian 

Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian 

Program dan Kegiatan. 

.  

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  

 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan strategies 

dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  telah menetapkan 

Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu  untuk mempertajam sasaran strategis. 

 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  telah menetapkan Reviu Indikator    

Kinerja Utama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

STRATEGIS 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TAMSTRATEGIS 
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NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti 

Transparan dan 

Akuntabel. 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan  tepat 

waktu : 

 

 

Jumlah  Perkara yang diselesaikan  tepat waktu       x100% 

         Jumlah Perkara yang  diselesaikan 

 

Catatan : 

• SEMA Nomor 2 Thun 2014 tangal 13 Maret 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

• Surat Direktur Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 

Tanggal 28 April 2022 perihal Pengendalian Penyelesaian 

Minutasi dan Pemberkasan Perkara 

• Perkara yang diselesaikan tepat tepat waktu menggunakan 

informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 

• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara 

yang diputus dan diminutasi padatahun berjalan sesuai SEMA 

Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK. Pertama paling lambat 

5 (lima) bulan 

• Khusus untuk Pengadilan Tipikor Penyelesaian tepat waktu 

adalah 2 (du) BULAN SESUAI  uu Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 

dan diminutasi pada tahun berjalan 

• SK 1691 2020 ttg penundaan  1209/DJU/PS.00/2021 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

b. Jumlah putusan yang 

mengunakan pendekatan 

keadilan restoratif. 

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif   x100% 

     Perkara yang diajukan untuk restoratif 

 

Catatan : 

• SK Dirjen Badilum Nomor.1691/DJUSK?PS.00/12/2020 tentang 

pedoman penerapan Restoraatif Justice di lingkungan Peradilan 

Umum. 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
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• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara 

pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam 

perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui 

rehabilitasi 

• Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara 

narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan R J 

 

c. Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum: 

• Banding 

 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding x 100% 

Jumlah perkara yang diselesaikan   

Catatan : 

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum Banding,Kasasi 

dan PK adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 

dan diminutasi pada tahun berjalan 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

d. Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum: 

• Kasasi 

 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi x 100% 

Jumlah perkara khusus yang diselesaikan   

Catatan : 

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi K adalah 

jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi. 

• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang 

diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada Pengadilan tingkat 

pertama dengan upaya hokum kasasi, antara lain pada perkara 

pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, 

PHI dan permohonan perkara perdata 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

e. Persentase Perkara 

Pidana Anak yang 

diselesaikan dengan 

Diversi 

Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil X 100% Jumlah 

Jumlah  Perkara Diversi 

Catatan : 

• Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidanaa 

anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan 

dinyatakan berhasil melalui penetapan berhasil. 

• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang 

diajukan diversi 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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• Peratiran Mahkamah gung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam system peradilan pidana 

anak 

 

Catatan : 

• Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para 

Pihak 

• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan 

Petikan Putusan 

• Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah 

diputus/dikirimkan 

• Surat Direktur Jenderal Badilum Nomor 

486/Dju/H.M.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal 

pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Perberkasan Perkara 

• Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu 

adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak 

dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara 

pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak 

sedanfkan untuk perkara  perdata pengadilan menyediakan 

denganjangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan 

diminutasi pada tahun berjalan 

f. Index responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilaan 

 

 

 

Catatan :  

PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017  tentang Pedoman Penyusunan 

Survey Kepuasan Masyaraakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indek 

harus >_80. 

Panitera 
Laporan Semesteran 

dan Laporan Tahunan 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Salinan 

Putusan Yang Diterima 

Oleh para pihak Tepat 

Waktu  

Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi  dan dikirim tepat waktu X 100% 

Jumlah Putusan 

 

Catatan  

• Untuk Pengadilan Tingkat pertams disampaikan kepada para pihak 

• SEMA NOmor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan 

putusan 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 
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• Jumlah putusan adalah perkara yang sudah diputus/dikirimkan 

• Surat Direktur Jenderal Badilum Nomor 

486/Dju/H.M.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal 

pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Perberkasan Perkara 

• Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirimkan tepat 

waktu afalah jumlah penyampian Salinan putusan kepada para 

pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk sainan atas 

perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para 

pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan 

dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputusa dan 

diminutasi pada tahun berjalan 
  

 

b. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui 

Mediasi 

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil X 100%  

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

Catatan : 

• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

• Jumla yang diselesakan mellaui mediasi adalah jumlah perkara 

yang dimiediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang 

dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian), 

mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan 

secata tertulis oleh mediaor kepada hakim pemeriksa perkara 

dianggap sebagai mediasi berhasil 

• Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata 

gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

3. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan  

a. Persentase Perkara 

Prodeo yang diselesaikan 

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan       x100% 

Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 

Catatan :  

• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Definisi prodeo sesuai dengan  Perma No.1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian 

prodeo  

 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan diluar 

Gedung Pengadilan  

Jumlah Perkara yang diselesaikan  

di luar Gedung Pengadilan                   x 100% 

Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan 

di luar Gedung Pengadilan 

Catatan : 

• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar 

kantor pengadilan (zetting plaatz, siding keliling maupun gedung-

gedung lainnya) 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapatkan Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum)  

Jumlah pencari Keadilan golongan Tertentu yang  

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum          x 100% 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

Catatan : 

• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang 

tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada 

informasi, konsltasi, hukum yang mememrlukan layanan hokum 

• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencai keadilan yang 

terdaftar pada register posbaku 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

4. Meningkatnya 

Kepatuhan Tehadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata Yang 

Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan          x 100% 

     Jumlah Permohonan Eksekusi 

 

Catatan:  

• Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah 

pelaksanaan Eksekusi Penetapan non excutable harus diangap sebagai 

pelaksanaan Eksekusi. 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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Tabel 1 

Reviu Indikator Kinerja Utama 

• Jumlah permhonan ekseskui adalah jumlah permohonan eksekusi 

yang diajukan pihak tahun brjalan 

• BHT (berkekeuatan Hukum Tetap) 

• Putusan yang ditindaklanjuti perkara permohonan eksekusi yang 

dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan 

permohonan eksekusi 

• Jumlah putsan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi) adalah 

permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti denan aamanning, sita 

eksekusi, lelang dan pengosongan. 

 

 

5. Terwujudnya 

kepercayaan public atas 

layanan Pengadilan 

Negeri Muara Bulian 

(Penugasan dari Ketua 

Pengadilan inggi Jambi) 

 

Predikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu 

 

Prosentase Akrediatasi penjaminan Mutu 

Sekretaris 

Laporan Realisasi 

Anggaran Bulanan 

Dan Laporan Tahunan 

 

6 Meningkatkan tranparasi 

Pengelolaan SDM, 

Keuangan dan Aset 

(penugasan dari Ketua 

Pengadilan Tinggi 

Jambi) 

  

Presentase pelaksanaan pembinaan bagi apratur Pengadilan Negeri 

Muara Buian. 

Sekretaris  

Presentase pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan 

Negeri Muara Bulian. 

 

Sekretaris  

 

Presentase Transparasi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 

 

Sekretaris  



 

26 
LKjIP Tahun 2022 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

 

 

 

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan 

menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Program Utama merupakan unsur 

utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. 

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk 

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan .  

Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, 

dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan 

Pengadilan Negeri Muara Bulian  Kelas II  dalam pelaksanaan Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum adalah : 

a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata. 

b. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata. 

c. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Grasi  disampaikan secara 

lengkap dan tepat waktu. 

d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 

e. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. 

f. Meng-upload perkara ke website. 

 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas   

Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakanm sumber 

daya manusia yang berkualitas dengan melaksanakan pengawasan yang berkualitas. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 

b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 

c. Tindak lanjut temuan yang masuk. 

 

 

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok 
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung 

 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan 

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan 

tingkat banding dan tingkat pertama. 

 

 

 

Sasaran, Kebijakan,Program Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Bulian 

Kelas II 

 

Program Kegiatan Pokok Sasaran strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 

 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Umum 

 

Terwujudnya 

proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan  tepat 

waktu : 

 

 

 

b. Jumlah putusan 

yang 

mengunakan 

pendekatan 

keadilan 

restoratif.  

c.Persentase perkara       

yang Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum: 

Banding 

Kasasi 

PK  

  

c. Persentase 

perkara pidana 

anak yang 

diselesaikan 

dengan diversi 

D. Hubungan Program, kegiatan pokok dan IKU 
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Indeks responden 

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan. 

Meningkatkan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

 

a.Persentase Salinan  

putusan perkar 

pidana yang dikirim  

oleh para pihak 

tepat waktu 

b.Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

mahkamah 

agung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur mahkamah 

agung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Persentase prodeo 

yang diselesaikan 

b.Persentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

pengadilan 

c.Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

  Terwujudnya 

kepercayaan 

publik atas 

layanan 

Pengadilan 

Negeri Muara 

Bulian 

(Penugasan dari 

Ketua 

Pengadilan 

Tinggi Jambi) 

Predikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu. 

  Meningkatkan 

tranparasi 

Pengelolaan 

SDM, Keuangan 

dan Aset 

(penugasan dari 

Ketua 

Presentase 

pelaksanaan 

pembinaan bagi 

apratur Pengadilan 

Negeri Muara Buian.  
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Pengadilan 

Tinggi Jambi) 

   Presentase 

pelaksanaan 

Pengawasan Kinerja 

Aparatur Pengadilan 

Negeri Muara Bulian. 

   Presentase 

Transparasi 

Pengelolaan SDM, 

Keuangan dan Aset. 

 

 

 

 

Tabel 2 

Hubungan  program, Kegiatan Pokok, sasaran dan Indikator Kinerja Utama 

 

 

 

 

 

 

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tahun 2023 

merupakan komitmen Panitera bersama seluruh jajaran Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II dalam menetapkan kinerja  dengan tahapan-tahapan 

yang terencana dan terprogram serat sistematis melalui Indikator Kinerja Utama  yang 

telah ditetapkan. 

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dibuat untuk 

memberikan arah dan sasaran serta target yang jelas dan terencana serta sebagai 

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang telah 

diselaraskan dengan arah kebijakan  dan Program Mahkamah Agung. Adapun rencana 

Kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yan telah dibuat dapat dijelaskan 

pada tabel  dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Rencana Kinerja Tahun 2023 
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Rencana Kinerja Tahun 2024  

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

1 Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan  tepat 

waktu : 

 

100% 

b. Jumlah putusan 

yang mengunakan 

pendekatan 

keadilan restoratif. 

5% 

c.Persentase perkara       

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

 

90% 

d.Persentase perkara       

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi. 

 

95% 

e.Persentase perkara       

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum PK. 

95,00% 

f.Persentase Perkara 

Pidana Anak yang 

diselesaikan dengan 

Deversi. 

1% 

g.Index Responden 

Pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan Pengadilan. 

90% 

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

2 

 

 

 

 

 

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

prkara 

a.Persentase Salinan 

putusan yang 

disampaikan ke para 

pihak tepat waktu 

100,00% 

b.Persentase perkara 

yang dilaksanakan 

melalui Mediasi. 

1% 

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 



 

31 
LKjIP Tahun 2022 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

3 Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakt miskin dan 

terpinggirkan 

a.Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

0,00% 

b.Persentase perkara  

yang diselesaikan 

diluar Gedung 

Pengadilan 

0,00% 

c.Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu 

yanmendapat 

layanan bantuan 

Hukum 

(POSBAKUM) 

100,00% 

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

4 Meningkatnya kpatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 

1% 

5 Terwujudnya kepercayaan 

publik atas layanan Pengadilan 

Negeri Muara Bulian 

(Penugasan dari Ketua 

Pengadilan Tinggi Jambi) 

Predikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu. 

100% 

6 Meningkatkan tranparasi 

Pengelolaan SDM, Keuangan 

dan Aset (penugasan dari 

Ketua Pengadilan Tinggi 

Jambi) 

Presentase 

pelaksanaan 

pembinaan bagi 

aparatur Pengadilan 

Negeri Muara Buian.  

90% 
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  Presentase 

pelaksanaan 

Pengawasan Kinerja 

Aparatur Pengadilan 

Negeri Muara 

Bulian. 

100% 

  Presentase 

Transparasi 

Pengelolaan SDM, 

Keuangan dan Aset. 

100% 

 

Tabel 3 

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  Tahun 2023 

berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan kebijakan umum 

Mahkamah Agung dalam rangka penggunaan anggaran  tahun 2023. 

      Hasil Reviu Rencana Startegis 2020-2024 belum sepenuhnya disesuaikan  dengan  

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  Tahun 2023 telah 

diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai di Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II  pada tahun 2023. 

 Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah disinkronkan dengan IKU tersebut serta 

mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Muara 

Bulian Kelas II  Tahun 2023 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

F. Perjanjian Kinerja  Tahun 2023 
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PENETAPAN KINERJA 

PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II 

TAHUN 2023 

 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  

No Sasaran Strategis Indikator Target 

1 Terwujudnya proses peradilan 

yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Persentase  perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu. 

100,00% 

Jumlah putusan yang 

mengunakan 

pendekatan restoratif 

5,00% 

 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum Banding 

90,00% 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum Kasasi. 

95,00% 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum PK. 

95,00% 

Persentase Perkara 

pidana anak yang 

diselesiakan dengan 

diversi 

1,00% 

Indeks responden 

Pencari Keadilan 

yang puas terhadap 

layanan Pengadilan. 

90,00% 

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

2 Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian prkara 

Persentase Salinan 

putusan yang 

disampaikan kepada 

para pihak tepat 

waktu. 

100,00% 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui Mediasi. 

1,00% 
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No Sasaran Strategis Indikator Target 

3 Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

0,00% 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar Gedung 

Pengadilan 

0,00% 

Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan Hukum 

(POSBAKUM) 

100,00% 

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

4 Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 

1,00% 

5 Terwujudnya kepercayaan 

publik atas layanan Pengadilan 

Negeri Muara Bulian 

(Penugasan dari Ketua 

Pengadilan Tinggi Jambi) 

Predikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu. 

100,00% 

6 Meningkatkan tranparasi 

Pengelolaan SDM, Keuangan 

dan Aset (penugasan dari 

Ketua Pengadilan Tinggi 

Jambi) 

Presentase 

pelaksanaan 

pembinaan bagi 

aparatur Pengadilan 

Negeri Muara 

Bulian.  

90,00% 
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  Presentase 

pelaksanaan 

Pengawasan Kinerja 

Aparatur Pengadilan 

Negeri Muara 

Bulian. 

100,00% 

  Presentase 

Transparasi 

Pengelolaan SDM, 

Keuangan dan Aset. 

100,00% 

Tabel  4 

Penetapan Kinerja Tahun 2023 

 

Jumlah Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi 

(01) dan Badan Peradilan Umum (03) Tahun Anggaran 2023  sebesar Rp. 4.739.264.000- 

(Empat  Milyar Tujuh  Ratus Tiga  Puluh Sembilan Juta Dua Ratus  Enam Puluh Empat 

Ribu rupiah), dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel 

sebagai berikut : 

No. Kegiatan Anggaran 

1 Program Penegakan dan pelayanan Hukum 119.500.000 

2 Program Dukungan Manajemen  4.169.764.000 

3 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung 
- 

Jumlah 4.739.264..000 

 

Tabel  5 

Program Anggaran   Tahun 2023 
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Tabel 6 

Perjanjian Kinerja   Tahun 2023 
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Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah 

ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. 

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja 

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan 

konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja 

instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, 

efisiensi dan efektivitas.  

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah 

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan reward or punishment, melainkan 

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II Tahun 2022, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator  kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian 

target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tecapai dalam 

tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja  masing-masing indikator kinerja tersebut 

diuraikan dalam tabel dibawah ini : 

 

 

PENGUKURAN KINERJA  

Unit Organisasi  : Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

Tahun   : 2022 

 

 

 

 

 

1. PERBANDING TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 

Perbandingan  capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi   Data 

kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya dapat 

memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat dan cepat. Rincian 

tingkat capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tesebut diuraikan dalam table 

dibawah ini ; 

 

Hasil Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2022 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

 

Capaian 

 
Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 
100,00% 98,50% 98,50% 

Jumlah Putusan yang 

mengunakan pendekatan 

keadilan Restoratif. 

5% 0% 0% 

Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

Banding. 

90,00%   99,03% 110,03% 

Persentas perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

kasasi  

95,00% 60,00% 63,16% 

Persentas perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali 
95,00% 

 

99,56% 

 

104,80% 

Persentase perkara pidana 

anak yang diselesaiakan 

dengan diversi 

1,00% 

 

     0% 

 

  0% 

TINGKAT CAPAIAN KINERJA = Realisasi 
             Target             x 100 
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Index Responden Pencari 

Keadilan yang puas terhadap 

layanan Peradilan 

90,00% 
96,65% 107,39% 

Terwujudnya 

Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara  

Persentase Salinan  putusan 

perkara  yang dikirim kepada 

para  pihak tepat waktu 
100,00% 100,00% 100,00% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 
1,300% 

12,50% 1250,00% 

Terwujudnya 

peningkatan akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan   

Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 0,00% 0,00% 0,00% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

kantor 

0,00% 0,00% 0,00% 

Persentase pencari keadilan  

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

(POSBAKUM) 

100,00% 100,00% 100,00% 

Terwujudnya 

peningkatan kaptuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

100% 

 

Tabel 7 

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022 

 

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 

 Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk 

mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kgiatannya. 

Oleh karena itu maka pencapaian kinerja selanutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan 

tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. 

 Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 

2022 secara umum Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian 

besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2022. Namun 

demikian disisi lain masih terdapat sebagaian kecil dari target indikator kinerja yang 

ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja 

tahun 2020 dengan 2022, untuk mendapat umpan balik guna melakukan perbaikan pada 

Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan 
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2. PERBANDING antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 
tahun 2020 dengan tahun 2021 

 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II mengunakan 

indikator asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa 

variable penentu yaitu ketepatan dan kecepatan dalammemutus dan menyelesaikan 

perkara dan kemapaman/keefektifitasan dan efesiensi administrasi perkara. 

 

 

 

 

 

 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

2022 

Realisasi 

2022 

Capaian 

2022 

 

Capaian 

2021 

 

 

Capaian  

2020 

 

1 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

100,00% 98,50% 98,50% 100,00% 100,00% 

Jumlah putusan 

yang mengunakan 

pendekatan keadilan 

Restoratif. 

5,00% 0,00% 0,00%   

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum Banding. 

90,00% 99.03% 110,03% 127,34% 165,91% 

Persentase perkara 

yang mengajukan 

upaya hukum 

Kasasi. 

95,00% 60.00% 63,16% 50,00% 71,43% 

Persentase perkara 

yang mengajukan 

upaya hukum PK. 

95,00% 99,56% 104,80% 0,00% 0,00% 

Persentase perkara 

pidana  anak yang 

diselesaikan dengan 

Diversi. 

100,00% 

 

     0% 

 

  0% 100,00% 62,50% 

Indeks responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan Pengadilan. 

90,00% 96,65% 107,39% 101,11% 87,52% 

 

Tabel 8 

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Tahun 2022 

 

 

 

Sasaran 1 : Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 
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Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut  

 

Sasaran 1 :  

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

 
- Indikator ini dihitung dengan membandingkan  jumlah perkara yang diselesaikan tepat 

waktu dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang 

masuk).  Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor 2 Tahun 

2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah 

maksimal 5 (lima) bulan.  

 

 

 

 

Jumlah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  sebanyak 

56 perkara perdata dan 190 perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan.  

 

 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

 

Capaian 

 

Persentase perkara yang diselesaikan  

tepat waktu 

-Perdata 

-Pidana 

 

 

 

100,00% 

100,00% 

 

 

 

 

91,07% 

99,41%% 

 

 

 

 

 

91,07% 

99,41%% 

 

 

Tabel 9 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 

 

  

 

 Realisasi perkara yang diselesiakan tepat waktu pada tahun 2022 digambarkan   sebagai 

berikut : 

 

PERDATA 

a. Permohonan 

Permohonan yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II mulai dari 

bulan Januari s.d Desember 2022 adalah ; 

 

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Jumlah perkara yang diselesaikan di tahun berjalan 

x 

 

100% 
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Tabel 10 

Rekapitulasi Perkara Permohonan tahun 2022 

 

b. Gugatan 

Gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II mulai dari bulan 

Januari s.d Desember 2022 adalah ; 

 

 
Tabel 11 

Rekapitulasi perkara gugatan tahun 2022 
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c. Gugatan Sederhana 

Gugatan  Sederhana  yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

mulai dari bulan Januari s.d Desember 2022 adalah ; 

 

 
Tabel 12 

Rekapitulasi perkara gugatan sederhana tahun 2022 

 

 

d. Konsinyasi 

Kosinyasi yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II mulai bulan 

Januari s.d Desember 2022 adalah : 

 

 
Table 13 

Rekapitulasi perkara permohonan konsinyasi 
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Dari tabel diatas dapat diperoleh rincian Perkara perdata yang dipergunakan sebagai dasar 

perhitungan persentase perkara perdata yang diselesakan tepat waktu adalah sebagai 

berikut : 

 

 

No Perkara 

Sisa 

perkara 

Tahun 

2021 

Masuk 

Tahun 

2022 

Putus 
Sisa Perkara 

Tahun 2022 

1 Permohonan - 17 15 2 

2 Gugatan 7 27 29 5 

3 Gugatan Sederhana - 12 12 0 

Jumlah ………………… 7 56 56 7 

 

Tabel 15 

Perkara Perdata Tahun 2022 

 

PIDANA 
 

A. PIDANA ANAK 

Jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas 

II Mulai bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 4 Perkara. 

Dengan perincian sebagai berikut :  

 

 
Tabel 16 

Rekapitulasi perkara pidana anak tahun 2022 
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B. PIDANA BIASA 

Jumlah perkara pidana biasa yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas 

II Mulai bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh 

tujuh) Perkara.  

 

 

Dengan perincian sebagai berikut :  

 
Tabel 17 

Rekapitulasi perkara pidana biasa 

 

 

C. PIDANA SINGKAT 

Jumlah perkara pidana singkat  yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bulian 

kelas II Mulai bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 0 Perkara. Dengan 

perincian sebagai berikut : 
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Tabel 18 

Rekapitulasi perkara pidana singkat tahun 2022 

 

D. PIDANA CEPAT 

Jumlah perkara pidana cepat yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas 

II Mulai bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 28( dua puluh delapan)  

Perkara. Dengan perincian sebagai berikut : 

 

 
Tabel 19 

Reakpitulasi perkara pidana cepat tahun 2022 
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E. LALU LINTAS 

 

Jumlah perkara pidana Lalu lintas   yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bulian 

kelas II Mulai bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 2.632 perkara   (dua ribu 

enam ratus tiga puluh dua )  Perkara. Dengan perincian sebagai berikut : 

 

 
Tabel 20 

Rekapitulasi perkara pidana lalu lintas tahun 2022 

 

Dari table diatas dapat diperoleh rincian Perkara Pidana  yang dipergunakan sebagai dasar 

perhitungan persentase perkara Pidana  yang diselesakan tepat waktu adalah sebagai 

berikut : 

 

No Perkara Sisa perkara 

Tahun 2021 

Masuk 

Tahun 2022 

Putus 

Tahun 2022 

1 Pidana Biasa  10 197 190 

2 Pidana Anak - 4 4 

3 Pidana Singkat - - - 

4 Pidana Pra Peradilan    

5 Pidana Cepat - 28 28 

6 Pidana lalu Lintas - 2.632 2.632 

Jumlah ………………… 10 2.861 2.854 

 

Tabel 21 

Perkara Pidana Tahun 2022 

                               

Tahun 
Jenis 

Perkara 

Perkara 

putus tahun 

2022 

Perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 ( dibawah 5 

bulan) 

Target Realisasi Capaian 

2020 Perdata 47 40 85,00% 85,11% 100,12% 

Pidana 3.298 3.286 100,00% 99,64% 99,64% 

2021 Perdata 62 55 85,00% 84,62% 99,05% 

Pidana 2.071 2.061 95,00% 99,52% 104,76% 

2022 Perdata 56 51 100,00% 91,07% 91,07% 
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Pidana 2.871 2.854 100,00% 99,41% 99,41% 

Tabel 21 

Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu  Tahun 2022 

• Perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar 88,88%  yang 

diperoleh dengan melakukan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan 

tahun berjalan sebanyak 56 (lima Puluh Enam) perkara dengan jumlah perkara 

yang yang diselesaikan tepat waktu  sebanyak 51  (Lima Puluh Satu) perkara 

dengan  capaian kinerja  penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebesar 91,07% 

maka  Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II telah berhasil mencapai kinerja 

“ BERHASIL” dalam menempuh sasaran kinerja peningkatan persentase  

penyelesaian perkara   

 

• Perkara Pidana  yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar 99,75%  yang 

diperoleh dengan melakukan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan 

tahun berjalan sebanyak 2.854 (Dua Ribu Delapan ratus Lima Puluh Empat) 

perkara dengan jumlah perkara yang ada sebanyak 2.871 (Dua Ribu Delapan 

Ratus Tujuh Puluh Satu) perkara dengan capaian kinerja penyelesaian perkara 

tepat waktu adalah sebesar 99,41% maka  Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 

II telah berhasil mencapai kinerja “BERHASIL” dalam menempuh sasaran 

kinerja  peningkatan persentase penyelesaian perkara   

 

 

• Dengan demikian berarti Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II telah berhasil 

mencapai kinerja “BERHASIL” dalam menempuh sasaran kinerja   peningkatan 

persentase penyelesaian perkara   

 

Sasaran 1  

Indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Banding, Kasasi dan PK 

 
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan 

 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Jumlah putusan perkara 

x 

 

100% 

 

Catatan : 

• Upaya hukum = banding, Kasasi, PK 

• Secara hukum semakin sedikit yang menajukan upaya hukum, maka semakin 

puas atas putusan pengadilan  
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Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

 

Capaian 

 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum 

 

 BANDING 

 KASASI 

 PK 

  

 

 

 

 

90,00% 

95,00% 

95,00% 

 

 

 

 

 

99,03% 

60,00% 

99,56% 

 

 

 

 

110,03% 

63,16% 

104,80% 

 

 

Tabel 22 

Persentase Perkara perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022 

 

BANDING 
 

 

Tabel 23 

Keadaan Perkara Perdata  Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,  

Tahun 2022 

 

No Perkara Putusan PN 

2022 

Banding Tidak  banding 

1 Pidana Anak 4 - 4 

2 Pidana Biasa  190 21 169 

3 Pidana Singkat - - - 

4 Pidana Cepat 28 - 28 

5 Pidana lalu Lintas 2.632 - 2.632 

Jumlah ………………… 2.854 21 2.833 

 

Tabel 24 

Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,  

Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Perkara Putusan PN 

2022 

Banding Tidak  banding 

1 Permohonan  15 - 15 

2 Gugatan 29 7 22 

3 Permohonan Konsinyasi - - - 

4 Gugatan Sederhana 12 - 12 

Jumlah ………………… 56 7 49 
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Tahun 
Jenis 

perkara 

Perkara 

putus 

Jumlah 

Perkara 

Putus 

 

Perkara 

yang tidak 

mengajukan 

banding 

 

Jumlah 

pekara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya 

hukum 

banding 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

2020 Perdata 39 
3.325 

38 
3.216 90,00% 99,70% 166,17% 

Pidana 3268 3260 

2021 Perdata 55 
2.117 

47 
2.097 90,00% 99,05% 165,09% 

Pidana 2..062 2.050 

2022 Perdata 56 
2.910 

49 
2.882 90,00% 99,04% 110,04% 

Pidana 2.854 2.833 

 

Tabel 25 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

Tahun 2022 

 

➢ Bahwa sesuai data pada Tabel, pada tahun 2022  realisasi persentase perkara Perkara  yang 

tidak mengajukan upaya hukum Banding  sebesar 99,04% dan apabila dibandingkan dengan 

Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 90,00% 

maka capaian  kinerja sebesar 110,04%  hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan 

para pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 

II telah ‘SANGAT  BAIK” . 
 

KASASI 
 

No Perkara Putusan PT 

2022 

Kasasi Tidak  Kasasi 

1 Permohonan  - - - 

2 Gugatan 9 6 3 

3 Permohonan Konsinyasi - - - 

4 Gugatan Sederhana - - - 

Jumlah ………………… 9 6 3 

 

Tabel 26 

Keadaan Perkara Perdata  Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi,  

Tahun 2022 

 

No Perkara Putusan PT 

2022 

Kasasi Tidak Kasasi 

1 Pidana Anak - - - 

2 Pidana Biasa  16 4 12 

3 Pidana Singkat - - - 

4 Pidana Cepat - - - 

5 Pidana lalu Lintas - - - 

Jumlah ………………… 16 4 12 

Tabel 27 

Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi,  

Tahun 2022 
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Tahun 
Jenis 

perkara 

Perkara 

putus 

PT 

Jumlah 

Perkara 

Putus 

PT 

 

Perkara 

yang tidak 

mengajukan 

kasasi 

 

Jumlah 

pekara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya 

hukum 

kasasi 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

2020 Perdata 6 
18 

2 
4 60,00% 22,00% 37,03% 

Pidana 12 2 

2021 Perdata 7 
21 

3 
9 40,00% 42,86% 107,15% 

Pidana 14 6 

2022 Perdata 9 
25 

3 
15 95,00% 60,00% 63.16% 

Pidana 16 12 

 

Tabel 28 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

Tahun 2022 

 

 

➢ Bahwa sesuai data pada tabel, pada tahun 2022  realisasi persentase perkara  yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi  sebesar 60,00% dan apabila dibandingkan 

dengan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

sebesar 95,00% maka capaian kinerja sebesar 63,16%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pencari keadilan masih belum seluruhnya menerima putusan banding 

Pengadilan Tinggi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pencari 

keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi Jambi  telah “CUKUP 

BERHASIL”. 
 

PENINJUAN KEMBALI (PK) 
 

No Perkara Putusan MA 

2022 

PK Tidak  PK 

1 Permohonan  - - - 

2 Gugatan 4 1 3 

3 Permohonan Konsinyasi - - - 

4 Gugatan Sederhana  - - - 

Jumlah ………………… 1 1 - 

 

Tabel 29 

Keadaan Perkara Perdata  Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK  

Tahun 2022 
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No Perkara Putusan MA 

2022 

PK Tidak PK 

1 Pidana Anak - - - 

2 Pidana Biasa  6 - 6 

3 Pidana Singkat - - - 

4 Pidana Cepat - - - 

5 Pidana lalu Lintas - - - 

Jumlah ………………… 6 - 6 

 

Tabel 30 

Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK,  

Tahun 2022 

 

 

Tahun 
Jenis 

perkara 

Perkara 

putus 

MA 

Jumlah 

Perkara 

Putus 

MA 

 

Perkara 

yang tidak 

mengajukan 

PK 

 

Jumlah 

pekara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya 

hukum PK 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

2020 Perdata 5 
7 

0 
0 95,00% 33,33% 55,55% 

Pidana 2 0 

2021 Perdata 1 
5 

1 
5 5,00% 0,00% 0,00% 

Pidana 4 4 

2022 Perdata 4 
10 

3 
9 95,00% 90,00% 94,74% 

Pidana 6 6 

 

Tabel 31 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 

Tahun 2022 

 

➢ Bahwa capaian  kinerja persentase Perkara  yang tidak mengajukan upaya hukum PK   

untuk tahun 2022  pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia telah ‘ BERHASIL”. 
 

➢ Bahwa Sesuai data pada Tabel, pada tahun 2022  realisasi persentase perkara Perkara  

yang tidak mengajukan upaya hukum PK  sebesar 90,00% dan apabila dibandingkan 

dengan Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 

95,00% maka capaian kinerja sebesar 94,74%  hal ini mengindikasikan bahwa 

pencari keadilan terhadap putusan PK Mahkamah Agung RI telah berhasil sehingga 

hal yang memicu untuk melakukan upaya hukum Grasi  sangat kecil hal ini 

dikarenakan kualitas putusan yang dibuat  oleh Mahkamah Agung R.I.  telah dapat 

memenuhi rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan 
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Sasaran 1  

Indikator kinerja Persentase perkara pidana anak yang 

diselesaikan melalui diversi 
 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan  jumlah perkara yang diselesaikan  dengan 

diversi dengan jumlah perkara anak, melalui rumus ; 

 

Jumlah perkara anak yang diselesaikan secara diversi 

 

Jumlah perkara pidana anak 

x 

 

100% 

 

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun 2015 

(PP Nomor 65/2015). 

 

Pengertian Diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai 

pada tahap penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

Syarat Diversi pada pasal 7 UU SPPA ; 

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan Diversi ; 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak  pidana 

yang dilakukan : 

a. Diancam dengan pidana penjar dibawah 7 (tujuh) tahun; dan 

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

 

Capaian 

 

Persentase perkara pidana anak yang 

diselesaikan dengan diversi 

 

1,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

Tabel 32 

Persentase Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2022 

 

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut : 
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Tabel 33 

Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi  

Tahun 2022 

 

 

 

Tabel 34 

Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2022 

 

Tahun 

Jumlah 

Perkara 

Anak 

Diselesaikan 

secara 

diversi 

Target Realisasi Capaian 

2020 - - 40,00% 0,00% 0,00% 

2021 5 1 20,00% 20,00% 100,00% 

2022 4 - 1,00% 0,00% 0,00% 

Tabel 35 

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 

Tahun 2022 

 

Pada tahun  2022  terdapat 4 (empat) Perkara pidana anak hanya 2 (dua) perkara 

yang diajukan melalui upaya diversi dengan realisasi sebesar 0,00% dan bila 

dibandingkan dengan target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 

secara diversi sebesar 1,00% maka  Capaian kinerja yang dicapai di Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II  adalah 0.00% atau  dengan kata lain  Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II “TIDAK BERHASIL” mencapai sasaran kinerja. 

No Bulan 

Putusan 

Perkara 

Anak 

 

Diversi 

Diversi 

Berhasil Gagal 

1 Januari - - - - 

2 Februari - - - - 

3 Maret - - - - 

4 April - - - - 

5 Mei - - - - 

6 Juni - 1 - 1 

7 Juli 1 - - - 

8 Agustus - 1 - 1 

9 September 2 - - - 

10 Oktober - - - - 

11 November 1 - - - 

12 Desember - - - - 

Jumlah …………… 4 2 - 2 
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Sasaran 1  

Indikator kinerja persentase indeks responden pencari 

keadilan yang puas tehadap layanan Pengadilan 

 
Indeks terhadap responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan adalah 

nilai indeks kepuasan pencari keadilan.  

 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

 

Capaian 

 

Persentase Indeks responden 

pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

 

90,00% 

 

96,65% 

 

107,39% 

 

Tabel 36 

Persentase Indeks Responden Pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan 

Tahun 2021 

 

• Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei 

kepuasan masyarakat yang dilakukan secara  berkala terhadap pelayanan Pengadilan di 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II. Survei dilakukan  dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 

Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi 

minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Indek harus ≥ 80. 

 

Tahun Jumlah 

Responden 
Target Realisasi Capaian 

2020 100 100,00% 87,42% 87,07% 

2021 100 96,00% 97,07% 101,11% 

2022 147 90,00% 96,65% 107,39% 

Tabel 37 

Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan 

Tahun 2020-2022 

➢ Hasil Survey 

Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Pencari Keadlan sebagai berikut : 

1. Persyaratan 

2. Prosedure 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 

6. Kompensasi 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Maklumat Pelayanan 

9. Penanganan Pengaduan 
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➢ Bahwa dari Survey yang dilaksanakan untk tahun 2022 terkumpul dan terisi 

lengkap sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) angket dari hasil analis 

telah dilakukan bahwa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah 

sebesar 96,65% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90,00%%, 

diperoleh capaian kinerja sebesar 107,39% dan menunjukkan bahwa 

responden merasa puas terhadap layanan pada Pengadilan Negeri Muara 

Bulian Kelas II 

 

➢ Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna layanan pengadilan Negeri 

Muara Bulian kelas II, berdasarkan ruang lingkup kepuasan responden paling 

tinggi berada pada lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, 

Persyaratan, Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Biaya/Tarif, Perilaku 

Pelaksana, Kompetensi Pelaksana, Prosedur,  kemudian disusul Biaya/Tarif, 

Waktu Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. 

 

➢ Bahwa Survey dilaksanakan  menyebarkan kuisioner kepada pelanggan dan 

untuk tahun 2022  terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 147 (seratus 

empat puluh tujuh) angket dan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa 

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan di 

Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II berada pada kategori “SANGAT 

BERHASIL” 

 

 

 

 

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan sistem perkara. Sasaran ini 

terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini 

 

Sasaran Indikator  
Capaian 

2022 2021 2020 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase Salinan 

putusan perkara perdata 

yang dikrim kepada para 

pihak tepat waktu 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

Persentase putusan 

perkara Pidana yang 

dikrim kepada para pihak 

tepat waktu 

100,00% 100,00% 

 

100,00% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

117,60% 6,00% 7,69% 

Persentase berkas perkara 

yang dimohonkan 

banding, kasasi, dan PK 

yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

100,00% 100,00% 100,00% 

Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

100,00% 0,00% 0,00% 

Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 
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yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari 

seelah putus 

Tabel 39 

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 

Sasaran ke -1  

Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata 

yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

 
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Salinan putusan yang dikirim 

kepada para pihak dengan jumlah putusan 

-  Dimana dapat dibandingkan dengan rumus sebagai berikut : 

 

Jumlah Salinan putusan yang diterima tepat waktu 

Jumlah putusan  

x 

 

100% 

 

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam 

efektifitas pengeolaan perkara khususnya ketepatan waktu dalam memberikan salinan 

putusan 

              

Tahun 
Jenis 

perkara 

Jumlah 

Putusan 

Putusan yang 

diterima 

Tepat waktu 

 

Target Realisasi 

 

Capaian 

 

2020 
Perdata 39 39 100,00% 100,00% 100,00% 

Pidana 3268 3268 100,00% 100,00% 100,00% 

2021 
Perdata 55 55 100,00% 100,00% 100,00% 

Pidana 2062 2062 100,00% 100,00% 100,00% 

2022 
Perdata 56 56 100,00% 100,00% 100,00% 

Pidana 2854 2854 100,00% 100,00% 100,00% 

 

                                              Tabel : 40 

Persentase Salinan Putusan Perdata dan pidana yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat 

Waktu 

Tahun 2020-2022 

 

Jumlah putusan tahun 2022  adalah sebanyak 56   perkara  perdata dan 2.854 perkara 

pidana dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 

sebanyak 56   perkara  perdata dan 2.854 perkara pidana, sehingga realisasi indikator 

ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%  
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Sasaran 2  

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan 

melalu mediasi 
 

Indikator ini dihitung  dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan  melalui 

mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan  mediasi. Mediasi menurut Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  di Pengadilan adalah 

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator. 

• Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2006 semua sengketa perdata yang diajukan ke 

Pengadlan termask perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak 

berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali. 

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya meliputi antara lain : 

a. Sengketa yang pemeriksaannya melalui prosedur  Pengadialan Niaga ; 

b. Sengketa yang diselesakan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial  

c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

d. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ; 

e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase ; 

f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi ; 

g. Penyelesaian perselisihan partai politik ; 

h. Sengketa yang diselesaikan melalui tatacara gugatan sederhana ; 

i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  ; 

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat 

yang telah dipanggil secara patut; 

3. Gugatan balik (rekonvensi) dam masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara 

(intervensi) ; 

4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan   pengesahan  

perkawinan ; 

5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaiannya diluar 

pengadlan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di 

Pengadlan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat; 

 

 

• Dimana dapat dituangkan dengan rumus sebagai berikut : 

 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi  

x 

 

100% 
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• Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam efektifitas 

pengelolaan perkara khususnya penyelesaian perkara melalui mediasi 

 

 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

 

Capaian 

 

Persentase perkara yang 

diselesiakan melalui mediasi 

 

1,00% 

 

12,50% 

 

1250,00% 

 

Tabel 41 

Persentase perkara yang diselesiakan melalui mediasi Tahun 2022 

 

 

 
 

Tabel 42 

Jumlah perkara mediasi dan hasil mediasi tahun 2022 

 

 

Tahun 

Perkara yang 

dilakukan 

mediasi 

Perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

Target Realisasi Capaian 

2020 9 0 20,00% 0,00% 0,00% 

2021 26 2 20,00% 7,69% 128,17% 

2022 16 2 1,00% 12,50% 1250,00% 

 

Tabel 43 

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022 

 

➢ Bahwa Realisasi Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi untuk tahun 

2022 pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah sebesar 12,50% yang 

diperoleh dengan melakukan perbandingan jumlah perkara yang diselesaiakan 

melalui mediasi sebanyak 2 (dua) perkara dengan jumlah perkara yang dilakukan 

mediasi sebanyak 16 (enam belas) perkara dengan capaian kinerja sebesar 1250,00%  

menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan  merasa puas dengan penyelesaian 

perkara melalui kesepakatan perdamaian sehingga masyakat pencari keadilan ingin 

menyelesaikan perkara tersebut pada tahap persidangan. 

➢  
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Sasaran -3 

Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 
 

• Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 

dengan jumlah perkara prodeo ; 

 

• Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat 

mengajukan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan : Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/kepala Wilayah 

setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar 

biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga 

Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas), Kartu Beras 

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan  (PKH), kartu bantuan Langsung 

Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerinth atau yang 

dikeluarkan oleh instansi yangberwenng untuk memberkan keterangan tidak mampu. 

 

• Layanan Pembebeasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di 

Pengadilan dan berlkau pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, 

peninjauan kembali eksekusi dan sidang diluar gedung pengadilan serta Posbakum 

Pengadilan ; 

• Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 

 

Jumlah perkara prodeo 

 

x 

 

100% 

• Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri 

Muara Bulian kelas II dalam meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan khusunya terkait perkara prodeo 

 

Tahun 
Jumlah 

perkara prodeo 

Jumlah 

perkara prodeo 

yang telah 

diselesaikan 

 

 

Target 

 

 

 

Realisasi 

 

 

Capaian 

2020 - - 0,00% 0,00% 0,00% 

2021 - - 0,00% 0,00% 0,00% 

2022 - - 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabel 54 

 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 

Tahun 2020-2022 

Sasaran 3: Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan Masyarakat Miskin 

dan terpinggirkan 
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➢ Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada perkara Prodeo yang masuk 

sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target, sedangkan sejak tahun 2020 

sampai dengan tahun 2022 Kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II tidak 

mengganggarkan dana untuk penyelesaian perkara  prodeo. 

 

Sasaran 3  

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan 

diluar gedung Pengadilan  

• Indikator  ini dihitung  dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di 

luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya di selesakan di luar 

gedung pengadilan; 

 

• Layanan sidang diluar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang 

pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah 

masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena 

hambatan biaya, fisik atau geografis ; 

• Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 

 

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung 

pengadilan 

 

Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar 

gedung pengadilan 

 

 

x 

 

 

100% 

 

• Indikator kinerja ini bertujuan untuk  menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Muara 

Bulian kelas II dalam pelaksanaan perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan 

 

- Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II untuk tahun 2022 semua perkara perdata yang 

masuk dan dilaksanakan melalui proses mediasi oleh para pihak berperkara memilih 

mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim, sehinga proses persidangan dapat 

terlaksana digedung kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas  II 

 

Tahun 

Jumlah perkara 

yang seharusnya 

diselesaikan  

diluar gedung 

pengadilan 

Jumlah perkara 

yang 

diselesaikan 

dilur gedung 

pengadilan 

Target Realisasi capaian 

2020 - - 0,00% 0,00% 0,00% 

2021 - - 0,00% 0,00% 0,00% 

2022 - - 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabel 55 

Persentase Perkara yang Diselesaikan Di luar Gedung Pengadilan 
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➢ Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II saat ini masih belum bisa melayani 

penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan (Zitting Platz) Karena  Pengadilan 

Negeri tidak mempunyai tempat sidang diluar gedung utama (Zitting Platz) 

 

Sasaran 3  

Indikator kinerja persentase keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

 

• Pelaksanaan kegiatan dalam 

pencapaian sasaran kinerja ini 

berdasarkan pada Peraturan 

Mahkmah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2014. 

 

• Ruang lingkup layann hukum bagi 

masyarakat  tidak mampu di 

pengadilan,  terdiri dari  : 

a. Layanan Pembebasan biaya 

perkara ; 

b. Penyelenggaranaan sidang diluar 

gedung  Pengadilan Negeri, dan 

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan 

Negeri ; 

 

 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

2022 

Realisasi 

2022 

Capaian 

2021 

 

Capaian 

     2020 

 

 

Capaian  

2020 

 

1 Persentase Perkara 

Prodeo yang 

diselesaiakan 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Persentase perkara 

yang diselesaiakn 

diluar Gedung 

pengadilan 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yan 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(POSBAKUM) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabel 53 

Realisasi  sasaran strategis 

Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 
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• Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan 

tertentu. 

 

• Penerima layanan Posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara 

ekonomi dan/atau memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum  yang 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi konsultasi, advis hukum dan bantuan 

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

 

- Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan hukum 

 

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu 

 

 

x 

 

 

100% 

 

 

Tahun 

Jumlah 

pencari 

keadilan 

golongan 

tertentu 

Jumlah pencari 

keadilan 

gologan tertentu 

yang mendapat 

layanan bantuan 

hukum 

Target Realisasi Capaian 

2020 51 51 100,00% 100,00% 100,00% 

2021 117 117 100,00% 100,00% 100,00% 

2022 138 138 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabel  56 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan  

Bantuan Hukum  (Posbakum)  

 

 

 

 

➢ Capaian Target kinerja sebesar 100% pada  persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapat layanan pada POSBAKUM dengan 

menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

“BERHASIL”  melaksanakan indikator kegiatan tersebut dan terlihat pada 

tabel bahwa akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

terlaksana dengan pelayanan Posbakum  
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Sasaran 4  

Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata 

yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 
 

• Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah 

perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah 

putusan perkara perdata yang sudah BHT 

•  

 

• Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Eksekusi Perkara Perdata yang telah dilaksanakan 

Permohonan Eksekusi Perkara Perdata 

x 

 

100% 

 

• Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri 

Muara Bulian kelas II dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

 

   

 

Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi 

 

Capaian 

 

Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan  

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 

 

100,00% 
100,00% 100,00% 

 

Tabel 57 

Persentase Kepatuhan Putusan Pengadilan 

 

 

Eksekusi Perkara 

Perdata yang telah 

dilaksanakan 

Permohonan 

Eksekusi 

Perkara 

Perdata 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

1 1 100% 100% 100% 

 

Tabel 58 

Putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti 

 

Sasaran 4:  Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan 
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➢ Dari tabel menunjukan bahwa pada tahun 2022  persentase perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (dieksekusi) mencapai target 100,00% dari 1 (satu) permohonan 

eksekusi perkara perdata yang berasal dari permohonan ekseskusi tahun 2021 yang 

berhasil dilaksanakan pada tahun 2022. 

 

➢ Capaian Target kinerja sebesar 100,00% pada  persentase perkara perdata yang 

ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II “BERHASIL”  melaksanakan indikator kegiatan 

tersebut dengan alasan bahwa kepatuhan pihak berperkara yang putusannya telah 

berkekuatan hukum tetap semakin sedikit dikarena pihak berperkara bersedia untuk 

menyerahkan objek sengketa secara sukarela. 

 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja  Tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan 

target jangka pendek 
 

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima Tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada 

lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II. Sebagai bahan perbandingan 

realisasi sampai dengan tahun ini target jangka menengah sebagai berikut:
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MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHU 2020-2024 

PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II 

 

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

MISI : 1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

2 Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3 Meingkakan kulitas Kepemimpian di Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II 

4 Meningkatan kredibilitas dan Trasparansi di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

 

No. 
Tujuan Target 

Jangka 

Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran 

1. Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan  

• Perdata 

• Pidana 

100% 

 Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan  

• Perdata 

• Pidana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Pedoman Tata Kelola di 

Lingkungan 
90% Rp.351.835.000 

Persentase perkara Perdata  

yang diselesaikan tepat 

waktu 

• Perdata 

• Pidana 

87% 

 Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

• Perdata 

• Pidana 

80% 85% 85% 85% 85% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Jumlah Pelaksanaan Pos 

Bantuan Hukum 
100% Rp.120.000.000 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

• Perdata 

• Pidana 

55% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

• Perdata 

• Pidana 

80% 80% 85% 90% 95% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Jumlah Perkara yang 

diselesaikan melalui 

siding di Luar Gedung 

Pengadilan 

60% Rp.351.835.000 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum banding 

75% 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

banding 

60% 60% 60% 60% 60%      

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi 

76% 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

kasasi 

60% 40% 40% 40% 40%      

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum PK 

70% 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum PK 60% 80% 80% 80% 80%      

Persentase Perkara Pidana 

Anak yang diselesaikan 

melalui Diversi. 

45% 

e. Persentase Perkara Pidana 

Anak yang diselesaikan melalui 

Diversi. 

45% 20% 20% 20% 20%      

Index Respon Pencari 

Keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

75% 

f. Index Respon Pencari 

Keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 
95% 96% 96% 96% 96%      

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

 Persentase Salinan 

putusan perkara pidana 

yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

100% 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase isi putusan 

yang diterima oleh  para 

pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

di tingkat 

100% Rp.351.835.000 
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pertama dan 

banding 

  Persentase Salinan 

putusan perkara perdata 

yang dikirm pea para 

pihak tepat waktu 
100% 

b. Persentase Perkara 

yang diselesaikan melalui 

mediasi 100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Pelaksanaan 

SPPT/ 

SPPA/ 

MEDIASI/ 

SCC 

100% Rp.351.835.000 

  Persentase perkara yang 

diselesaiakn melalui 

mediasi 

10% 

Persentase perkara yang 

diselesaiakn melalui 

mediasi 

5% 6% 6% 6% 6%      

  Persentase Berkas 

perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu 

100% 

Persentase Berkas 

perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100%      

  Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari setelah 

putus 

0% 

Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari 

setelah putus 

0% 0% 0% 0% 0%      

3. Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

 Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan 

0% 

Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan 

0% 0% 0% 0% 0% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

peradilan 

umum yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya 

perkara 

5% Rp.7.500.000 

  Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar 

gedung peradilan 

0% 

 Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar 

gedung peradilan 

0% 0% 0% 0% 0%      

  c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang mendaat 

layanan bantuan hukum 

(posbakum) 

80% 

c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang mendaat 

layanan bantuan hokum 

(posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100%      

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

20% 

Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap putusan 

Pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

0% 0% 0% 0% 0%      

Tabel 59 

Matriks Renstra 2020-2024
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4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan kinerja dan alternative soluton yang 

dilakukan 

 

Keberhasilan maupun kegagalan merupakan hal yang sering terjadi dalam setiap 

kegiatan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kerja yang ditetapkan 

tidak lepas dari peran seta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasil tesebut 

merupakan cermin dari berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh 

suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II pada tahun 2021 telah memenuhi target 

yang ditetapkan karena hal penyelenggaranan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik 

teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik. Proses penyelesaian sisa 

perkara pada tahun 2020 dan tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. 

 

5. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 

 

a. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana 

 

Pada Pengadilan negri Muara Bulian Kelas II, Ruang lingkup manajemen sarana dan 

prasarana, meliputi perencanaa, pengadaan, pengaturan dan penggunaan sarana dan 

prasarana. Kegiatan Manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, 

pengadaan, peyimpanan, penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan 

prasarana. Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor khususnya penyediaan aset tanah dan 

bangunankan kantor di lingkungan pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II menjadi 

perhatian yang sangat serius, baik penyediaaan maupun efesiensi dalam pemanfaatannya. 

Untuk melihat efesiensi pemanfaaatan Gedung kantor beserta faslitas pendukung lainnya, 

dilaukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut : 

 
Efesiensi = ∑Standard luas bangunnan kantor 

          
                ∑ Jumlah pegawai  

 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II memiliki 1(satu) satuan kerja, dan memiliki 

Gedung kantor milik sendiri, artinya segi efesiensi pemanfaatan geung kantor untuk 

pelaksanaan tupoksi memiliki pemanfaatan sebesar 100%. Keseimbangan antara jumlah 

pegawai dengan Gedung milik sendiri tentunya membuat Pengadilan Negeri Muara Bulian 

kelas II dapat dengan baik melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

 

b. Efesiensi penggunaan Sumber daya Manusia 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

didukung dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan fungsinya yang efektif dan efesien adalah ketersediaan sumber daya manusia 

(SDM) dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta professional sesuai dengan 

sungsi tugasnya, perencanaan SDM adalah suatu proses untuk menentukan jumlah dan jenis 

manusia yang dibutuhkan oleh sutau organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta 

melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan.  

Penyusunan rencana SDM pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dimaksudkan 

untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari segi kualitas 

maupun kunatitas, untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dan fungsi 

manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tupoksi, Manajemen SDM 
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adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalian dan menghaslkan segala 

bentuk aktivitas kerja untuk dapat meningkatkan kinerja.pegawai. Kaitan antara SDM 

dengan meningkatkan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian Pengadilan 

negeri Muara Bulian kelas II untuk mengembangkan adanya peningkatan SDM sesuai 

dengan peningkatan kinerja yang dicapainya, untuk melihat tingkat efesiensi penggunaan 

SDM digunakan pendekatan membandingkan output dengan SDM yang digunakan dalam 

mendukung kinerja. Untk Analisa efesiensi digunakan persamaan sebagai berikut : 

 

Efesiensi = ∑ Jumlah perkara putus 

 

                    ∑ Hakim 

 

Untuk tahun 2022 Jumlah perkara yang putus pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas  

II adalah sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) perkara pidana anak, biasa dan cepat 

serta perkara perdata permohonan, gugatan dan gugatan sederhana  sedangkan jumlah 

hakim 8 (delapan), sehingga rata-rata hakim dapat menyidangkan perkara ± 32 (tiga puluh 

dua) pekara/hakim untuk satu tahun. 

 

c. Efesiensi penggunaan anggaran 

 

Realisasai belanja Negara untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp. 116.862.700.- (seratus enam 

belas juta delapan  ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau 99,06% dari yang 

dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp. 117.966.000.- (seratus tujuh belas juta Sembilan 

ratus  enam puluh enam ribu rupiah). Sedangkan Realisasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) untuk tahun 2022 sebesar Rp. 12.955.500.- (dua belas juta Sembilan ratus 

lima  puluh lima ribu lima ratus rupiah). Efesiensi pengunaan anggaran sangat bermanfaat 

dalam rangka melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik dengan alokasi 

anggaran yang ada, sehingga potensi pencapaian output program kegiatan perioritas 

tersebut dapat dipertahankan pada level target yang telah ditetapkan. 

 

6. Analisis program/kegaiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagagalan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja dipengaruhi oleh aspek-aspek : 

1. Aspek kuantitatif 

• Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

• Waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan 

• Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

• Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam melaksanakan tugas 

 

2. Aspek Kualitatif 

• Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

• Tingkat kemampuan dalam bekerja 

• Kemampuan menganalisis data/informasi 

• Kemampuan mengevaluasi keluhan dari masyarakat 

 

Dalam pencapaian kinerja aspek-aspek tersebut diatas dipengaruhi oleh faktor internal dan 

ekternal, sehingan masalah strategis terhadap pencapaian kinrja pada Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II  yang timbul dari faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Isu Internal  
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1. Sebagian SDM aparatur belum berbasis kinerja 

2. Sarana dan prasarana belum represintetif 

3. Sistem kerja yang belum optimal 

4. Administrasi yang masih belum tertib 

 

b. Isu Ekternal  

1) Sistem hukum nasional yang belum manajemen 

tegaknya supermasi hukum dan hak-hak asasi manusia yang berdasarkan 

keadilan dan kebenaran  

2) Kesadaran masyarakat akan sadar hukum masih rendah 

3) Pembentukan peraturan perundang-undangan belum mempu menjawab 

kebutuhan masyarakat dan berkembang global secara tepat waktu 

 

 

Sehungan dengan permasalahan dimaksud maka Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II 

berdasarkan analisis pemecahan masalah dan mempedomani misi dan visi dan serta 

dukungan kebijakan pemerintah maka strategi pemecahan masalah dilakukan melalui 

penetapan kebijakan yang mengarah pada : 

1) Peningkatan koordinasi yang didukung dengan sistem kerja yang optimal 

2) Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui Diklat 

3) Melengkapi sarana dan prasarana peradilan. 
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Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan tranpasrasi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan khusunya di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan sasaran sesuai dengan 

standard akuntasi pemerintah. Pengelolaan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan R.I.  Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

 

 

 

Pengelolaan Keuangan didasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA)  

yang diterbitkan oleh Kementerian keuangan sebagai acuan dan gambaran berapa 

jumlah anggaran yang harus dibelanjakan danberapa jumlah pendapatan yang 

ditargetkan selama 1 (satu) tahun. 

 

Pengelolaan DIPA pada Mahkamah Agung R.I. dibagi dalam dua kategori yaitu 

DIPA Umum dan DIPA Fungsional. DIPA Umum dengan Unit Eselon I Badan 

Urusan Adminitrasi (01) diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok satuan 

kerja seperti belanja pegawai, belanja barang baik operasional maupun non 

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH 

a.  
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operasional serta belanja modal. DIPA Fungsional dengan Unit Eselon I Badan 

Peradilan Umum (03) diperuntukkan untuk biaya satuan kerja penyelesaian perkara 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan. 

 

1. Realisasi  Belanja 

 

 

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  berhasil 

merealisasikan DIPA 01 sebesar 94.98% dan DIPA 03 sebesar 99,06% Berikut 

adalah realisasi Anggaran DIPA Per 31 Desember 2022: 
 

 

 
No Jenis 

Belanja 
Pagu Realisasi % Sisa % 

A B C D E F G 
1 Belanja 

Pegawai 
3.296.851.000   3.073,658.431 93,23 223.192.569 6,77 

2 Belanja 
Barang 

1.288.149.000 1.278.026.941 99,21 10.122.056 0,14 

3 Belanja 
Modal 

134.500.000     134.490.000 99,99 10.000 0,10 

Total 4.719.500.000 4.486.175.372 95,06 236.309.436 4,94 
 

         Tabel 60 

                  Realisasi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi ) Tahun 2022 

 

Dalam perjalanannya, DIPA 005-01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi 

dilakukan untuk menyesuaikan dan mengotimalkan pelaksanaan DIPA. 

 

No Program Tanggal Pengesahan 

a b c 

1 
Revisi DIPA-1 

 

Tanggal : 04 April 2022 
DS:1215-0833-7097-1097 

2 
Revisi DIPA-2 

 

Tanggal : 14 Juli 2022 
DS:1215-0833-7097-1097 

3 
Revisi DIPA-3 

 

Tanggal : 07 Oktober 2022 
DS:1215-0833-7097-1097 

4 
Revisi DIPA 

 

Tanggal : 09 November 2022  
DS:0531-7686-2201-4108 

5 Revisi DIPA 
Tanggal : 29 November 2022  
DS:0141-0420-7530-0001 

6 Revisi DIPA 
Tanggal : 01 Desember 2022 
DS:0141-0420-7530-0001 

7 Revisi Pagu Minus DIPA 
Tanggal : 16 Desember 2022 
DS:0141-0420-7530-0001 

 

Tabel 61 

Revisi DIPA- 01 (Badan Urusan Administrasi) 

 

b. DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) 

c.  
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Program 
Pagu 

(Rp) 

Realisasi Sisa 

Rp % Rp % 

Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

4.585.000.000 4.351.685.372 94,91 233.314.625 5,09 

Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

134.500.000. 134.490.000 99,99 10.000 0,01 

Jumlah ….. 4.719.500.000 4.486.175.372 95,06 233.324.625 4,94 

 

Tabel 62 

Realisasi Anggaran Per Program  Tahun 2022 

 

 

Rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) sebagai berikut : 

 

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) 

1.BELANJA PEGAWAI 

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang mengikat dan tidak mengikat 

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan 

lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam 

belanja pegawai. 

 

                                                         

Belanja 

pegawai 

2022 2021  

Rupiah % Rupiah % 

Pagu/DIPA 3.296.851.000 100,00% 3.163.339.000 100,00% 

Realisasi 3.073.658.431 93,23 3.135.878.805 99,13 

Sisa 223.192.569 6,77 27.460.195 0,87 

                                                       

Tabel  63 

                              Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 

 

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Pagu belanja pegawai dalam DIPA tahun 2022 dilingkungan Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II sebesar Rp 3.296.851.000 (Tiga milyar dua 

ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) 

)  terdapat kenaikan   anggaran sebesar Rp. 133.512.000 ( Seratus tiga 

puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah)   dari pagu pegawai tahun 

sebelumnya tahun 2021 
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b. Pelaksanaan anggaran 

Dari pagu belanja tahun 2022, anggaran belanja pegawai yang terserap  

atau terealisasi sebesar Rp. 3.073.658.431 (Tiga Milyard tujuh puluh tiga 

juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratis tiga puluh satu 

rupiah)   total belanja  pegawai yang telah terealisasi selama tahun 2022, 

dapat dilihat pada pagu belanja telah terserap sebesar  99,23% 

 

c. Sisa anggaran pelaksanaan 

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah 

terealisasi, tercatat sebesar Rp. 223.192.569 (Dua ratus dua puluh tiga 

juta serratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enampuluh Sembilan 

Rupiah) 
 

 

 

2. BELANJA BARANG 
 

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis 

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan 

dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja dilakukan berdasarkan standar 

biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum 

ditetapkan standard biaya dilakukan atas dasar Term of Reference (TOR) dan 

rincian anggaran belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang 

mengikat maupun belanja barang tidak mengikat 

 

Belanja 

Barang 

2022 2021 

Rupiah % Rupiah % 

Pagu/DIPA 1.288.149.000 100.00 1.070.132.000 100.00 

Realisasi 1.278.026.941 99,21 1.068.652.922 99,86 

Sisa 10.122.056 0.79 1.479.078 17,64 

 

Tabel 64 

            Realisasi Belanja Barang Tahun 2021-2022 

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Pagu awal belanja barang DIPA(01) tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II adalah sebesar Rp 1.288.149.000.- (Satu Milyard  Dua Ratus 

Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu  Rupiah)  

 

b. Pelaksanaan Anggaran 

Dari pagu belanja barang tahun 2022, anggaran belanja barang yang terserap atau 

terealisasi adalah sebesar Rp 1.278.026.941.- (Satu Milyard  Dua Ratus Tujuh 

Puluh Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Sembilan ratus Empat Puluh Satu 

Rupiah)  atau  sebesar 99,21 %. Dari pagu anggaran 
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c. Sisa Anggaran 

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah 

direalisasi, tercatat total sisa anggaran belanja adalah sebesar Rp. 10.122.056 

(Sepuluj Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau sekitar  

0,79% dari pagu anggaran 

 

 

3. BELANJA MODAL 

 

Belanja modal yaitu pengeluaran  yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan 

prasaran, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan 

non fisik yang mendukung tupoksi. 

 

 

Belanja 

Modal 

2022 202 

Rupiah % Rupiah % 

Pagu/DIPA 134.500.000 100,00 482.000.000 100,00 

Realsiasi 134.490.000 99.99 481.500.000 99.90 

Sisa 10.000 0,01 500.000 0,10 

 

Tabel 65 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2022 

 

 

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Pagu awal belanja barang DIPA(01) tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II adalah sebesar Rp 134.500.000.- (Seratus Tiga Puluh Empat 

juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  

 

b. Pelaksanaan anggaran 

Dari pagu belanja modal  tahun 2022, anggaran belanja modal  yang terserap atau 

terealisasi adalah sebesar Rp  134.490.000.- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat 

Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)  atau sekitar 99,99 % dari pagu anggaran 

 

c. Sisa anggaran 

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasi , 

tercatat total sisa anggaran belanja modal adalah sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh Ribu 

Rupiah) atau sekitar 0,01%  dari pagu anggaran 
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Pada tahun anggaran 2022  Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  berhasil 

merealisasikan DIPA 03 sebesar 99,95% dan DIPA 03 sebesar 99,95% Berikut 

adalah realisasi Anggaran DIPA Per 31 Desember 2022: 

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa Prosentase 
A B C D E F 
1 Belanja 

Barang 
117.966.000 116.682.700 1.103.300.- 99.06% 

Total 117.966.000 116.682.700 1.103.300.- 99.06% 
 

Tabel 66 

Realisasi DIPA-03 (Badan Peradilan Umum) 

 

 

Dalam perjalanannya, DIPA 005-03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi 

dilakukan untuk menyesuaikan dan mengotimalkan pelaksanaan DIPA. 

 

 

No Program Tanggal Pengesahan 

a b c 

1 
Revisi DIPA-1 

 

13 April 2022 
DS:8380-9937-0728-8333 

2 
Revisi DIPA-2 

 

14 Juli 2022 
DS:8380-9937-0728-8333 

3 
Revisi DIPA-3 

 

20 September 2022 
DS:8380-9937-0728-8333 

4 
Revisi DIPA 

 

15 Oktober 2022 
DS:8380-9937-0728-8333 

5 Revisi DIPA 
13 Desember 2022 

DS:8380-9937-0728-8333 

 

Tabel 67 

Revisi DIPA-03 (Badan Peradilan Umum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) 

d.  
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PAGU DAN REALISASI DIPA (03) 

Pagu belanja pada DIPA (03)  untuk kegiatan Peningkatan manajemen 

Peradilan Umum tahun 2022   adalah sebesar Rp 117.966.000 (Seratus Tujuh 

belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) terealisasi 

sebesar Rp 116.682.700.- (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan 

Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus  Rupiah)  atau sekitar 99,06% 

Belanja barang DIPA (03) ditujukan untuk menunjang kegiatan 

operasional persidangan peradilan. 

 

Belanja 

barang 

2022 2021 

Rp % Rp % 

Pagu/DIPA 117.966.000 100,00 116.464.000 100,00 

Realsasi 116.682.700 99,06 116.408.000 99,95 

Sisa 1.103.300.- 0,94 55.500 0,05 

 

Tabel 68 

Pagu dan Realisasi Belanja Barang DIPA (03) 

Tahun 2021 dan 2022 

 

a. Rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) 

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Tahun 2022 di Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Kelas II  adalah sebesar Rp 117.966.000 (Seratus Tujuh 

Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) 

 

b. Pelaksanaan anggaran 

Dari pagu belanja barang tahun 2022 anggaran belanja barang yang terserap atau 

terealisasi adalah sebesar Rp 116.682.700 (Seratus Enam Belas Juta Empat 

Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Total belanja barang yang 

telah terealisasi tahun 2022  dapat dilihat pada pagu belanja barang yang telah 

terserap 99,06 %  

 

c. Sisa pelaksanaan anggaran 

 

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisasi, 

tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah sebesar Rp 1.103.300 

(Satu Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus rupiah) . atau sekitar 0,94% dari pagu 

anggaran 

 

Pengelolaan keuangan yang didasarkan pada kedua DIPA tersebut, selanjutnya 

dipertanggunjawabkan setiap bulannya dalam laporan keuangan.  

 

Selain bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 2 (dua) 

DIPA, bagian keuangan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II juga 

bertanggung jawab dalam mengkoordinir laporan pertanggungjawaban dimuka 

tunjangan khusus kinerja satker Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II , 

dimana laporan tersebut mulai bulan Januari 2022   telah dikerjakan melalui 

sistem aplikasi komdanas. 
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2.Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak  

 

               Pengadilan Negeri Muara Bulian juga berhasil memberikan kontribusi pendapatan 

kepada kas negara baik per 31 Desember 2022 melalui pemanfaatan Barang Milik 

Negara (BMN) sebesar Rp.20.407.156 (Dua Puluh Juta Empar Ratus Tujuh Ribu 

Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)  dan Rp 12.955.500.- (Sembilan belas Juta 

Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk pengelolaan 

PNBP Perkara 

 

a. PNBP DIPA 01 
 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) 
 

No Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 

Estimasi Realisasi Prosentas
e 

A B C D E 
1 Pendapatan dari penjualan 

peralatan dan mesin 
- - -% 

2 Pendapatan sewa tanah, 
gedung dan bangunan 

14.000.000 20.407.156 145,77% 

3 Penerimaan kembali 
belanja pegawai TAYL 

- - -% 

TOTAL 14.000.000 20.407.156 145,77% 

Tabel 69 
Realisasi PNBP – 01 ( Badan Urusan Adminstrasi) 

 
b. PNBP DIPA 03  

(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI) 

 
No Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 
Estimasi Realisasi Prosentase 

A B C D E 
1 Pendapatan Pengesahan surat 

dibawah tangan  
30.000 - 0.00% 

2 Pendapatan Uang Meja (Leges) 
dan 
Upah pada Panitera Badan 
Peradilan 

30.000 70.000 233,33% 

3 Pendapatan Ongkos perkara 1.585.000 2.420.000 152,68% 
4 Pendapatan Kejaksaan dan 

Peradilan Lainnya 
5.393.000 10.465.500 194,06% 

TOTAL 7.038.000 12.955.500 184,08% 

 

Tabel 70 
Realisasi PNBP – 03 ( Badan Peradilan Umum) 
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              Uang Pihak ke-3 yang dikeloa oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II per 

31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 118.655.525.- (Seratus Delapan belas Juta 

Enam ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)  dengan 

perincian saldo Bank Rp. 104.508.525.- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Delapan 

Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). 

 

Informasi Saldo Biaya Perkara dapat dijabatkan sebagai berikut ; 

1. Biaya Perkara, yaitu biaya proses selama perkara tersebut berjalan dari mulai  

pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali 

sejumlah Rp. 19.760.500.- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh 

Ribu Lima Rats Rupiah) 

 

2. Biaya Konsinyasi yaitu titipan pihak ketiga sejumlah Rp. 58.024.025 (Lima 

Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)  

 

3. Biaya Eksekusiyaitu biaya yang digunakan untuk melaksanakan putusan 

yangtelah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 32.247.000.- (Tiga Puluh 

Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

 

4. ATK Rp. 8.624.000.- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu 

Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PENGELOLAAN KEUANGAN TITIPAN PIHAK KE TIGA 

e.  
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A. KESIMPULAN 

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II  merupakan suatu perwujudan  transparasi dan akuntabilitas dari 

Lembaga Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, karena pada LKjIP digambarkan 

capaian kinerja (Performance Result) kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.  

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  Tahun 2021 

merupakan pencapaian atas target kinerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan 

Negeri Kelas II Tahun 2022  yang telah dilakukan  reviu. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator Kinerja yang 

telah ditetapkan selama tahun 2022  dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri 

Muara Bulian Kelas II yang telah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

pengelolaan adminsitrasi perkara, adminsitrasi umum dan dalam hal pembinaan dan 

pengawasan. Capaian Kinerja pada tahun 2021 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja  

Pengadilan Negri Muara Bulian  kelas II adalah sebesar 99,89 %. 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II pada tahun 2021 berupaya meningkatkan 

pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi 

publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat 

semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. penyajian informasi yangmenggunakan 

media website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.1.1 bertujuan 

untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan. 

Dengan menganalisasi kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tahun 

2021  maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja 

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  sebagai insitusi pelayanan keadilan yang 

berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan  keadilan. 

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II akan 

terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan 

bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaaan dengan lebih terprogram dan 

terencana dengan baik. 

Laporan Akuntablitas Kinrja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini, 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusuan dan 

implementasi Rencana Kerja (Operating Plan), Rencana Kinejra ( Performance Plan), 
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Rencana Anggaran (Finansial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-

masa mendatang. 

 

B. Saran 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang 

berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh 

semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam 

rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II. Beberapa 

saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebiah baik dimasa yang akan datang 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem 

Akuntabiltasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument 

kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan 

mengukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  sesuai dengan 

core business dari tugas fungsinya dan keterampilan sumber daya manusianya 

untuk peningkatan penyelesaian perkara  yang diterima oleh Pengadilan 

Negeri Muara Bulian kelas II ; 

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP )  sebagai akhir 

dari SAKIP  dapat dioptimalisasikan pemanfaatannya  sebagai alat evalusi 

kinerja masing-masing unit baik Hakim, Panitera, Sekretaris, unit Kepanitraan 

dan  Kesekretariatan   Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ; 

3. Pengadilan Neeri Muara Bulian Kelas II harus dapat lebih optimal 

menerapkan SAKIP mulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan LKjIP itu 

sendiri ; 

4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang mengacu pada pencapain 

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis tahun 2020-2024 ; 

5. Capaian sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Tahun 2021 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputuan 

guna meingkatkan kinerja Pengadilan Negri Muara Bulian kelas II dimasa 

yang akan datang ; 

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran 

data kinerja sehingga indikator keberhasilan yag kaan diperoleh  dapat 

mengggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat 

7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera di realisasikan 

sinergitas antar laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai salah satu 

kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, 

bermanfaaat dan akuntabel ; 

 

 

 

 

 

 

 


